BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Kedudukan tugas dari wakil menteri yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang
no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara berbenturan dengan pasal 3
Peraturan presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri. Ketidakharmonisan
perundang-undangan yang mengatur tentang tugas yang harus dijalankan oleh
wakil menteri menyebabkan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh wakil menteri
menjadi tidak jelas dan mengambang.

2. Harmonisasi tugas wakil menteri dengan sekretaris jenderal kementerian tidak
terjalin dengan baik, karena terdapat tugas-tugas wakil menteri yang diatur dalam
Peraturan Presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri, merupakan tugas yang
harus dijalanakan oleh sekretaris jenderal kementerian maupun pejabat lain

dilingkungan kementerian seperti, Direktorat jenderal dan inspektorat jenderal.
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B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat direkomendasikan saran-saran
sebagai berikut :

1. Dalam hal pengaturan tugas yang berkaitan dengan tugas wakil menteri, seharusnya
lebih bisa menjabarkan tata aturan yang lebih tinggi yakni undang-undang no 39
tahun 2008 tentang kementerian Negara, agar tidak terjadi benturan antara aturan
yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah. Dalam hal ini Peraturan
Presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri harus direvisi kembali agar sesuai
dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan
peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka mengatasi disharmonisasi tugas antara wakil menteri dan sekrataris
jenderal kementerian perlu dibuat sebuah regulasi yang jelas, dalam hal ini
peraturan menteri, yang mengatur secara lebih jelas mengenai tugas wakil menteri
yang lebih bertindak dalam external kementerian dan sekretaris jenderal

kementerian yang lebih kepada internal kementerian.
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